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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektifitas dan 

kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap penerimaan pendapatan asli 

daerah (PAD) Kota Kupang dari tahun 2010 – 2014, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil analisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota 

Kupang selama kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung dari tahun 2010-2014 

berdasarkan perbandingan realisasi pajak bumi dan bangunan dengan target 

yang ditetapkan rata-rata sebesar 94,47% yang menunjukkan kriteria efektif.  

2. Hasil analisis kontribusi pada tahun 2010 sampai 2014 berdasarkan 

perbandingan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan realisasi 

pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang menunjukkan rata-rata sebesar 

9,58%, dengan kategori kriteria sangat kurang. Pada tahun 2010 tingkat 

kontribusi PBB di Kota Kupang adalah 16,01 (kurang), begitu juga pada tahun 

2011 dan 2012 dengan nilai kontribusi sebesar 12,83% (kurang), dan 9,97% 

(sangat kurang). Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 yang merupakan masa 

peralihan kewenangan pengelolahan PBB dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah terus mengalami penurunan, dengan nilai kontribusi 

8,15% (sangat kurang), dan 6,84 (sangat kurang). 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil analisis data serta mengacu dari 

kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang 

selaku  perangakat daerah yang mengelola Pajak Daerah khususnya pajak 

bumi dan bangunan (PBB), hendaknya dapat mempertahankan efektivitas 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan terjun langsung melakukan 

pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala yang berada dalam 

wilayahnya dengan lebih baik dan teratur.  

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang harus lebih meningkatkan kontribusi 

dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan tersebut dapat 

dilakukan dengan pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar 

potensi-potensi baru dapat terdata dengan baik. Dinas Pendapatan Kota 

Kupang harus terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan Kinerja tersebut, 

misalnya dengan memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada Wajib 

Pajak akan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

karena dari hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah serta menunjang perbaikan fasilitas umum bagi 

masyarakat Kota Kupang. Memberikan kemudahan-kemudahan Wajib Pajak 

dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan 

Bangunan. 
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